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Abstrak

Kemacetan sebagai permasalahan utama transportasi, terjadi karena pergerakan masyarakat
pada lokasi/rute dan waktu yang sama yang tidak terlayani oleh sistem jaringan yang ada.
Pergerakan sekolah terjadi karena kebutuhan terhadap pendidikan belum dapat dipenuhi di
tempat mereka berada pada saat ini, sehingga pergerakan tersebut turut berkontribusi
terhadap terjadinya kemacetan di Kota Bandung. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui
besarnya reduksi panjang perjalanan ke sekolah dasar apabila masyarakat Kota Bandung
memilih sekolah dasar yang berada dalam area walking distance. Metode analisis yang
digunakan adalah metode analisis peramalan dan analisis perhitungan biaya pergerakan
sekolah sebagai implikasi dari reduksi panjang perjalanan. Analisis peramalan menggunakan
metode yang dikemukakan oleh Mokhtarian yang menggunakan persamaan T=E XA xW x C
untuk menghitung tingkat kesediaan masyarakat dalam memilih sekolah dasar terdekat. Hasil
artikel ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sekolah favorit bertempat tinggal lebih
jauh dari jarak berjalan kaki yang disarankan karena kualitas pelajaran dan pengajaran yang
diberikan oleh sekolah mereka saat ini lebih baik daripada sekolah terdekat.

Kata kunci: fasilitas sekolah dasar, jarak berjalan kaki, reduksi panjang perjalanan
Abstract

Congestion is major transportation problems, occurs due to movement of people on the same
site/route and times is not served by the existing network system. School movement occurs
because of the need for education can not be met where they are at the moment so the
movement contributed to occurrence of congestion in Bandung city. The purpose of this article
is to know the size reduction of trip length to school when Bandung city choose elementary
schools that are within walking distance area. The analytical method used is forecasting and
analytical methods of analysis costing school movement as the implications of trip length
reduction. Forecasting analysis using the method proposed by Mokhtarian using the equation
T=E xAx W x C to calculate the level of community willingness in choosing a nearby
elementary school. This article shows that most favorite school students residing further than
the recommended walking distance because the quality of learning and teaching provided by
their current school better than the nearest school.

Keywords: primary school facilities, walking distance, the length of the trip reduction

1. Pendahuluan mengalami kemacetan seperti kota-kota besar
lainnya terutama pada jam-jam sibuk. Menurut

Kemacetan merupakan permasalahan utama Tamin (2008), kerugian akibat kemacetan di

transportasi yang terjadi sejak tahun 1980-an.
Namun, kualitas dan kuantitas kemacetan yang
terjadi saat ini semakin bertambah terutama
pada kota-kota besar. Sebagai salah satu kota
besar di Indonesia, Kota Bandung yang
memiliki  faktor penarik dalam bidang
pariwisata dan pendidikan, semakin lama juga
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Kota Bandung mencapai Rp 1,78 milyar per
hari. Nilai tersebut terbuang secara sia-sia dan
akan bertambah besar apabila tidak ada upaya
untuk mengatasi permasalahan kemacetan ini.

Kemacetan  terjadi  karena  pergerakan
masyarakat pada lokasi/rute dan waktu yang



sama yang tidak terlayani oleh sistem jaringan
yang ada. Pergerakan sendiri terjadi karena
kebutuhan suatu masyarakat tidak dapat
dipenuhi di tempat mereka berada pada saat
itu. Kebutuhan akan bekerja dan sekolah
merupakan kebutuhan utama yang akan
dilakukan setiap hari oleh masyarakat.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Budianto (2001), kecenderungan pergerakan
bertujuan ke arah pusat kota dari lokasi
pinggiran kota mencapai 52,95%. Dari jumlah
tersebut, pergerakan penduduk ke pusat kota
didominasi oleh pergerakan bekerja dan
sekolah (87,5%). Hal tersebut menunjukkan
bahwa kebutuhan utama sebagian masyarakat
belum dapat terpenuhi di tempat mereka
berada pada saat ini.

Berbeda dengan pergerakan untuk tujuan
bekerja, pergerakan dengan tujuan sekolah
dapat dilakukan dengan minimalisasi panjang
perjalanan dengan menyediakan fasilitas
pendidikan pada masing-masing lingkungan
tempat tinggal masyarakat sesuai dengan
kebutuhannya. Namun, kondisi saat ini
menunjukkan bahwa masyarakat cenderung
ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik
dengan bersekolah pada sekolah-sekolah yang
menurut persepsi masyarakat memiliki kualitas
yang lebih baik. Oleh karena itu, pergerakan
yang dilakukan masyarakat menjadi lebih
besar karena sekolah-sekolah yang menurut
persepsi masyarakat memiliki kualitas yang
lebih baik itu cenderung berlokasi lebih jauh
dari tempat tinggal mereka.

Salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan
yang diakibatkan oleh pergerakan untuk tujuan
sekolah adalah dengan melakukan pergeseran
lokasi tujuan, pada rute, waktu dan moda
transportasi yang sama. Pada dasarnya,
pemerintah telah berupaya untuk mengarahkan
pelaksanaan tujuan ini dengan
mendistribusikan fasilitas-fasilitas pendidikan
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pada lingkungan tempat tinggal masyarakat
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
Selanjutnya masyarakat diarahkan untuk
mengoptimalkan penggunaan fasilitas-fasilitas
pendidikan yang berada di sekitar tempat
tinggal mereka.

Dalam standar-standar perencanaan fasilitas
pendidikan, terdapat aturan mengenai daerah
radius pelayanan sekolah, karakteristik lokasi
sekolah dan daerah jangkauan maksimum
berjalan kaki untuk masing-masing fasilitas
sekolah dalam suatu lingkungan tempat tinggal
masyarakat. Dalam SNI 03-1733-2004 tentang
Tata  Cara  Perencanaan Lingkungan
Perumahan di Perkotaan, sekolah dasar
melayani perumahan dalam radius pelayanan
sebesar 1 km. Mengacu kepada standar-standar
perencanaan lain tentang jarak maksimum
sekolah dasar dari perumahan, diperoleh
bahwa sekolah dasar dapat dicapai dengan
berjalan kaki dengan jarak 400 m sampai
dengan maksimal 800 m dari rumah. Daerah
tersebut disebut juga dengan area walking
distance. Apabila masyarakat tidak
memanfaatkan fasilitas sekolah dasar yang
berada pada walking distance, mereka
cenderung akan menggunakan kendaraan
untuk mencapai sekolah yang diinginkan
sehingga terdapat biaya yang dikeluarkan
untuk melakukan perjalanan tersebut.

Menurut Tamin (2011), pada dasarnya, setiap
perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat
memerlukan biaya transportasi, yang terdiri
dari biaya operasional kendaraan, biaya nilai
waktu, biaya lingkungan, dan biaya kesehatan.
Untuk masyarakat yang tidak memilih sekolah
yang berada pada walking distance atau
terdekat dari tempat tinggal, setidaknya
mereka akan mengeluarkan biaya langsung,
salah satunya adalah biaya operasional
kendaraan. Sekitar 60-80% besar biaya
operasional kendaraan dipengaruhi oleh nilai



bahan bakar. Oleh karenanya setiap hari
masyarakat yang tidak memilih sekolah yang
terdekat dari  tempat tinggal  akan
mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk
bahan bakar maupun biaya lainnya yang
sebenarnya dapat disimpan atau direduksi
apabila mereka memilih sekolah yang terdekat
dari tempat tinggal.

Pembahasan terdiri dari tujuh bagian utama.
Bagian pertama adalah pendahuluan yang
membahas latar belakang dan memaparkan
fokus utama artikel ini. Bagian kedua
membahas tentang perencanaan transportasi,
yang merupakan tinjauan teoritis pada artikel
ini. Bagian ketiga adalah pemaparan mengenai

fasilitas  pendidikan.  Bagian  keempat
memaparkan perhitungan peramalan SD
terdekat. Bagian kelima membahas

perhitungan reduksi panjang perjalanan siswa
SD. Bagian keenam membahas reduksi biaya
perjalanan sekolah Bagian ketujuh adalah
kesimpulan berdasarkan hasil artikel ini.

2. Perencanaan Transportasi

Perkembangan penduduk yang pesat dan
diiringi oleh meningkatnya kegiatan sosial
ekonomi dalam kota berpengaruh terhadap
kebutuhan akan pelayanan transportasi yang
cepat dan efisien untuk memfasilitasi
pergerakan penduduk. Hal ini terjadi sebagai
akibat dari usaha manusia dalam melakukan
perjalanan yang meminimumkan jarak dan
waktu untuk melakukan berbagai kegiatannya.
Oleh karena itu, dilakukan perencanaan
transportasi  sebagai suatu proses untuk
mengembangkan sistem transportasi yang
memungkinkan manusia dan barang bergerak
atau berpindah tempat dengan aman murah,
serta cepat, sehingga sistem transportasi harus
mempertimbangkan faktor kenyamanan pula.
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2.1 Pendekatan Penyelesaian Permasalahan
Transportasi
Peningkatan pergerakan akibat berkembangnya
kota sebagian besar ditimbulkan oleh
penggunaan kendaraan pribadi dalam jumlah
besar (sebagian lainnya adalah penggunaan
kendaraan umum). Besarnya jumlah pengguna
kendaraan pribadi dalam kota tanpa dapat
didukung penyediaan prasarana transportasi
yang memadai, mencerminkan  tidak
seimbangnya antara permintaan pelayanan
angkutan dengan prasarana lalu lintas yang
tersedia. Keadaan ini sangat terasa terutama
pada jam-jam puncak, yang sering Kkali
mengakibatkan hambatan lalu lintas, polusi
dan pemborosan energi, serta mengurangi
kenyamanan penumpang dalam berkendaraan.

Permasalahan  transportasi yang  sangat
mendesak  untuk  diselesaikan  adalah
peningkatan jumlah kendaraan yang tidak
seimbang  dengan  peningkatan  sarana
transportasi. Untuk mengatasinya dibutuhkan
suatu manajemen transportasi yang mampu
mengurangi bahkan menyeimbangkan
kebutuhan transportasi dewasa ini yang secara
umum dikenal sebagai Transport Demand
Management (TDM) atau Manajemen
Kebutuhan Transportasi (MKT). TDM adalah
upaya pengendalian arus lalu lintas dengan
melakukan optimasi penggunaan prasarana
yang ada (Tamin, 2000).

Menurut The Victoria Transport Policy
Institute, TDM yang juga dikenal dengan
sebutan mobility management merupakan
berbagai strategi yang dapat mengubah
perilaku perjalanan (bagaimana, kapan dan
dimana orang bepergian) dalam rangka
meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan
mencapai tujuan perencanaan yang spesifik.
Saat ini, TDM semakin digunakan untuk
mengatasi berbagai masalah. TDM
memperlakukan mobilitas sebagai sarana



untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan
itu sendiri. TDM menekankan pergerakan pada
orang dan barang, bukan kendaraan bermotor,

dan memberikan prioritas untuk moda
transportasi  yang lebih efisien  (seperti
berjalan, bersepeda, berbagi kendaraan,

transportasi publik, dan telework), khususnya
dalam kondisi macet. Tabel 1 berikut
menunjukkan beberapa manfaat dari penerapan
TDM.

Tabel 1
Manfaat TDM
No Manfaat Deskripsi
Pengurangan Mengurangi penundaan akibat
1 K kemacetan lalu lintas dan biaya yang
emacetan -
terkait.
2 ;elgglgzwatan Men_gurangi biaya jalan dan fasilitas
- parkir.
parkir
Membantu konsumen menghemat uang
3 Penghematan | dengan mengurangi kebutuhan mereka
konsumen untuk memiliki danmengoperasikan
kendaraan bermotor.
4 Pilihan Peningkatan pilihan perjalanan, terutama
transportasi untuk non-driver.
5 K eamanan Mengurangi resiko kecelakaan.
jalan
. Mengurangi polusi udara, kebisingan
6 :D_erlmdungan dan polusi air, kerusakan satwa liar, dan
ingkungan S .
jenis lain kerusakan lingkungan.
Mendukung tujuan penggunaan lahan
7 Penggunaan strategis, seperti mengurangi sprawl,
lahan efisien | urban redevelopment, dan mengurangi
fragmentasi habitat.
Komunitas Peningkatan kualitas lingkungan lokal
8 yang nyaman |, kepaduan masyarakat
ditinggali
Mendukung tujuan ekonomi masyarakat,
9 Pembanguna | seperti meningkatkan produktivitas,
n ekonomi mengurangi pengangguran, kekayaan,
nilai properti dan pendapatan pajak.
Peningkatan kebugaran dan kesehatan
Kebugaran masyarakatkarena lebih banyak
10 | fisik dan melakukan aktivitas fisik, biasanya
kesehatan melalui peningkatan berjalan sehari-hari
dan bersepeda.

Sumber: The Victoria Transport Policy Institute,
2010

Terdapat beberapa strategi TDM yang
menggunakan berbagai pendekatan untuk
mempengaruhi keputusan perjalanan. Sebagian

meningkatkan ketersediaan pilihan
transportasi; lainnya meningkatkan
aksesibilitas guna lahan; dan sebagian

melibatkan perbaikan kebijakan transportasi
dan program baru yang memberikan landasan
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untuk TDM. Strategi TDM ditentukan untuk

satu atau lebih dari kategori berikut: (The

Victoria Transport Policy Institute, 2010)

e Perbaikan kebijakan dan kelembagaan.

e Program TDM dan program dukungan
yang saling melengkapi.

e Peningkatan pilihan transportasi.

e Insentif untuk menggunakan moda
alternatif dan mengurangi mengemudi.

e Manajemen penggunaan lahan.

Secara umum, Tamin (2000) menyebutkan
kebijakan yang dapat dilakukan dalam
pelaksanaan ~TDM  adalah:  Melakukan
pergeseran waktu perjalanan, pada lokasi
tujuan yang sama; melakukan pergeseran
rute/lokasi yang berbeda, pada waktu
perjalanan yang sama; melakukan pergeseran
moda transportasi, pada lokasi dan waktu
perjalanan yang sama; melakukan pergeseran
lokasi tujuan, pada rute, waktu dan moda
transportasi yang sama.

Tabel 2
Kebijakan Transport Demand Management
(TDM)
Kebijakan Strategi Teknis
Mengarahkan agar
Strategi jam kegiatan yang
masuk/keluar terjadi tidak
kantor/sekolah bersamaan
waktunya
Kendaraan berat
Batasan waktu pengangkut
pergerakan angkutan barangdapat
Pergeseran barang bergerak pada
waktu waktu tertentu
Electronic Road
- Pricing
Road pricing Area Licensing
System
Busway
Jalan khusus Truck Only Lane
angkutan umum - -
Bicycle Line
Pembatasan jumlah “Iinl”
keterisian kendaraan
pribadi Car Pooling
;ecl)’gzseran Peningkatan MRT (Subway)
pelayanan angkutan Monorail
umum
Pengembangan moda e-mail, faksimili
telekomunikasi dan internet
Pergeseran Pembangunan tata Pergerakan
lokasi tujuan guna lahan diarahkan pada satu




Kebijakan Strategi Teknis

ataubeberapa lokasi
yang berdekatan

Penyebaran sentra-
sentra perjalanan

Sumber: Tamin, 2000

Kebijakan yang menghasilkan  dampak
pergeseran lokasi tujuan dibutuhkan agar
proses pergerakan masih dapat dilakukan pada
lokasi, waktu, dan moda yang sama tetapi
dengan tujuan yang berbeda. Pada prinsipnya,
kebijakan ini didukung oleh kenyataan bahwa
terdapat ketidakefisienan pada penggunaan
fasilitas yang telah disediakan di lingkungan
masyarakat. Pada dasarnya, pergerakan dapat
dialihkan pada lokasi tujuan yang berbeda
untuk memenuhi kebutuhan yang sama.
Pergerakan masyarakat pengguna fasilitas di
luar lingkungan tempat tinggalnya akan
dialihkan pada lokasi tujuan yang terdekat
dengan tempat tinggal agar masyarakat
bersedia menggunakan fasilitas yang telah ada
di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam
kenyataannya, hal ini harus didukung oleh
adanya persamaan kualitas dari masing-masing
fasilitas yang disediakan pada lingkungan
tempat tinggal masyarakat agar masyarakat
memiliki preferensi yang sama dalam hal
kualitas dalam menggunakan fasilitas.

Kebijakan pergeseran lokasi tujuan dengan
mengarahkan pergerakan pada satu atau
beberapa lokasi yang berdekatan telah
diupayakan sejak lama untuk dilaksanakan.
Dalam perencanaan pembangunan perumahan,
terdapat suatu standar yang di dalamnya
terdapat aturan-aturan mengenai kewajiban
untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu
sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani.
Standar perencanaan fasilitas pendidikan juga
telah menetapkan aturan-aturan yang berfungsi
agar  kegiatan = masyarakat  sehari-hari
(khususnya pendidikan) dapat dilayani dengan
menempuh jarak yang dekat dengan tempat
tinggal sehingga pergerakan dapat
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diminimalisasi. ~ Standar-standar  tersebut
merupakan contoh kebijakan pergeseran lokasi
tujuan yang mengarahkan pergerakan pada
lokasi yang berdekatan.

2.2 Sistem Rayonisasi Sekolah

Sistem rayonisasi sekolah berkaitan dengan
penerimaan siswa baru. Dalam sistem ini,
siswa yang mendaftar diperbolehkan memilih
sekolah yang terdapat di dalam wilayah rayon
(kecamatan/kabupaten) sesuai dengan domisili

tempat tinggalnya (Makagiansar, 1994).
Dengan  demikian,  sistem  rayonisasi
menerapkan  pengelompokkan  pemenuhan
kebutuhan (dalam hal ini pendidikan)

berdasarkan lokasi tempat tinggal masyarakat.
Sistem rayonisasi sekolah merupakan salah
satu kebijakan yang dapat menghasilkan
dampak pergeseran lokasi tujuan karena
kebijakan sistem rayonisasi sekolah (school
attendance zone) dilakukan dengan
memberikan prioritas mendaftar di suatu
sekolah kepada siswa yang memiliki tempat
tinggal di sekitar sekolah tersebut. Kebijakan
rayonisasi sekolah ini sesuai dengan tujuan
pembangunan fasilitas sosial yang memberikan
prioritas untuk melayani masyarakat yang
bertempat tinggal di sekitar fasilitas tersebut.
Dengan demikian, sistem ini diharapkan juga
dapat memperpendek jarak tempuh siswa dari
tempat tinggal menuju sekolah.

Sistem rayonisasi sekolah pertama kali
dilaksanakan pada tahun 1975 di Jakarta
dengan tujuan untuk membatasi mobilisasi
siswa agar dapat mencegah tawuran
antarpelajar.  Tetapi  kebijakan  sistem
rayonisasi sekolah saat ini lebih bertujuan
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan
menghilangkan kesan adanya sekolah favorit
dan sekolah non favorit karena anggapan ini
sering menyebabkan banyaknya sekolah yang



mengalami  kekurangan  siswa
kelebihan kuota (Henridewanto, 1989).

ataupun

Sekolah favorit dalam anggapan masyarakat
memiliki kriteria-kriteria tertentu yang menjadi
kebutuhan masyarakat. Menurut Muis (2008)
parameter yang paling sederhana dalam
menentukan sekolah favorit adalah apabila

para alumni dari sekolah tersebut dapat
melanjutkan pilihan pendidikannya pada
sekolah yang dianggap bermutu atau

berkualitas. Selain itu, adanya anggapan bahwa
sekolah dianggap favorit apabila sarana dan
prasarana sekolah yang ada memadai untuk
proses pembelajaran  siswanya. Dengan
demikian, pilihan masyarakat terhadap suatu
sekolah adalah pertimbangan rasional berdasar
pada keinginan personal atau faktor internal
agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Pemilihan masyarakat terhadap sekolah favorit
dapat menghasilkan beberapa dampak (Muis,
2008). Dampak yang pertama adalah siswa
yang tinggal di wilayah sekolah favorit, akan
tetapi nilainya tidak memenuhi persyaratan
sekolah tersebut, tidak dapat bersekolah di
sekolah tersebut, sehingga siswa ini harus
bersekolah di tempat yang lebih jauh. Dampak
yang kedua adalah sekolah yang berada di
kawasan pinggiran dan dianggap tidak favorit
akan mengalami kekurangan siswa karena
siswa-siswa yang berada di sekitar sekolah
tersebut lebih memilih bersekolah di sekolah
yang menurut anggapan mereka merupakan
sekolah favorit. Dengan adanya penerapan
sistem rayonisasi sekolah diharapkan kesan
adanya sekolah favorit dan sekolah non favorit
dapat dihilangkan karena yang menentukan
prestasi sekolah adalah siswa-siswanya sendiri.

Walaupun kebijakan sistem rayonisasi sekolah
ini memiliki tujuan yang cukup baik, dalam
penerapannya terdapat berbagai reaksi dari
kalangan masyarakat baik yang mendukung
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maupun yang kontra. Sebagian besar kalangan
masyarakat yang kontra tersebut menyatakan
bahwa sistem ini belum layak diterapkan
karena kualitas pendidikan belum merata.
Selain itu, sistem rayonisasi ini membatasi
anak didik untuk memperoleh pendidikan yang
lebih baik, sementara kualitas sekolah di setiap
rayon cenderung tidak sama. Oleh karena itu,
agar Kkebijakan ini dapat berjalan dengan
efektif diperlukan upaya untuk meningkatkan
kualitas pendidikan baik dari kualitas pelajaran
dan pengajaran maupun dari sarana dan
prasarana pendukung kegiatan pendidikan
tersebut.

3. Tinjauan terhadap Fasilitas Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan  potensi  dirinya  untuk
memiliki  kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
Negara. Dalam hal ini, agar peserta didik dapat
mengikuti program wajib belajar dengan baik,
maka perlu adanya fasilitas penunjang kegiatan
belajar yang selanjutnya disebut fasilitas
pendidikan.

Fasilitas pendidikan sebagai salah satu jenis
fasilitas publik seharusnya tersebar secara
berjenjang sesuai dengan konsep
neighborhood unit. Clarence Stein (Gallion,
1997) mengembangkan konsep neighborhood
unit dengan menetapkan jarak jangkau dari
tempat tinggal ke tempat mengkonsumsi
fasilitas. Jarak terkecil ke elementary school
dan pertokoan lokal sejauh % mil (800 m) dari
tempat tinggal, sedangkan untuk fasilitas
lainnya seperti sekolah lanjutan dan pusat



perbelanjutan distrik sejauh 1 mil (1.600 m).
Sekolah dasar merupakan pusat neighborhood
yang melayani perumahan dalam radius %2 mil
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(800 m),
Gambar 1.

seperti yang ditunjukkan pada

Gambar 1

Konsep Neighborhood dari Clarence Stein
Sumber: Gallion, 1997

Gambar 1 memperlihatkan penentuan desain
yang besar dari unit lingkungan oleh Clarence
Stein. Pada gambar kanan atas, sekolah dasar
berada pada pusat unit dan dalam radius
setengah mil (800 m) dari semua penghuni
lingkungan. Sebuah pusat perbelanjaan kecil
untuk kebutuhan sehari-hari ditempatkan dekat
sekolah. Gambar sebelah kiri memperlihatkan
pengelompokkan tiga unit lingkungan yang
dilayani oleh sebuah sekolah lanjutan dan satu
atau dua pusat perbelanjaan dengan radius
untuk berjalan kaki ke fasilitas-fasilitas ini
sejauh satu mil (1.600 m).
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Clarence Perry (Gallion, 1997) menguraikan
unit lingkungan sebagai kawasan berpenduduk
yang akan membutuhkan dan mendukung
sebuah sekolah dasar. Bentuk fisik unit
lingkungan tersebut hampir sama dengan
diagram Stein tetapi mengusulkan agar jarak
berjalan kaki maksimum adalah seperempat
mil (400 m). Dengan menerima kebiasaan
yang pernah dan masih berlaku, kawasan
perbelanjaan diletakkan di persimpangan jalan
lalu lintas di pojok luar, dan bukan pada pusat
unit tersebut. Untuk lebih jelas, dapat dilihat
pada Gambar 2.
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Gambar 2
Konsep Neighborhood dari Clarence Perry
Sumber: Gallion, 1997

Hal yang sama dikemukakan oleh Chiara
(1995) bahwa jarak jangkauan lokasi fasilitas
untuk sekolah dasar (elementary school)
adalah ¥ mil (400 m) sampai dengan ¥ mil
(800 m) dari lokasi perumahan. Jarak Y2 mil
(800 m) tersebut dipertimbangkan sebagai
jarak maksimum. Pada wilayah-wilayah
berkepadatan tinggi, lokasi sekolah seharusnya
berada pada area walking distance maksimum
seperti yang direkomendasikan (maksimum %2
mil atau 800 meter dari lokasi rumah).
Sedangkan pada wilayah berkepadatan rendah,
lokasi sekolah dapat berada pada di luar area
walking distance maksimum tetapi harus
terdapat layanan angkutan. Pada sekolah dasar
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(elementary school) seharusnya terdapat akses
jalan setapak dan bila terdapat jalan yang harus
diseberangi, jalan tersebut harus merupakan
jalan lokal.

Gambar 3 ini menjelaskan tentang konsep
neighborhood unit dari Chiara. Bagian yang
tidak diarsir merupakan jarak fasilitas yang
dapat dicapai dengan berjalan kaki yang diukur
dalam satuan jarak (mil). Sedangkan bagian
yang diarsir merupakan jarak fasilitas yang
dapat dicapai dengan menggunakan angkutan
baik angkutan pribadi atau angkutan umum
yang diukur dalam satuan waktu (jam).



oy
T
1
Major cultural
facilities, thealre,
museums, elc. < N 1
e,

4 51< )
BLEMENTARY
4eNooL

HLAY FIELPS V‘\ %

%
5

o Y |

Dalam kesempatan
sama mengenai
sekolah dasar

\

pemilihan
dikemukakan oleh Chapin

¥y
%
| el

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Vol 23/No.3 Desember 2012

\4\ Journey from dwelling unit to
selecled destinatlons,

A Jlou’r}*V
e
Hgn a\u ol

,L EAR vALIE

THAYS fonTANgN

NG TN
& HlgparonaL
T e CREATION

FACILITIES

ﬁj;:(r; OYMENT

L~ Walking distance Is measuied
In millos.

Car or public transportation Is
measured In tima,

/s

Gambar 3

Konsep Neighborhood dari Chiara
Sumber: Chiara, 1995

yang berbeda, hal yang
lokasi fasilitas

(1995) melalui standar penempatan sekolah

dasar pada Tabel 3.

Tabel 3
Standar Penempatan Sekolah Dasar

Asumsi karakteristik
populasi

175 anak usia sekolah dasar per
1000 penduduk atau 275-300
keluarga

Ukuran sekolah

. 250 siswa
Minimal -
Rata-rata iozooglz\iﬂsleva
Maksimal )
:Ao_pylaﬂ yang dilayani 1,500 orang
inimal
R 5.000 orang
ata-rata 7.000 oran
Maksimal ) g
k/ll:r?ismal 7-8 acres (2,8 — 3,2 Ha)
R 12-14 acres (4,9 — 5,7 Ha)
ata-rata 16-18 acres (6,5 — 7,3 Ha)
Maksimal ' '
Radius pelayanan
Disarankan %, mil (400 m) %2 mil (800 m)
Maksimal

Lokasi (umum)

Dekat dengan pusat permukiman;
berdekatan atau berbatasandengan
fasilitas lainnya

Sumber: Chapin (1995)

Kemudahan penjangkauan ke sekolah juga
dijelaskan oleh Black (1981) bahwa hendaknya
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dalam mengatur dan merencanakan lokasi
sekolah, perencana kota perlu memperhatikan
sistem transportasi yang melayani, faktor jarak
dari lokasi permukiman, serta kesesuaian lahan
dengan guna lahan lainnya.

Sementara itu, khusus untuk wilayah
Indonesia, penempatan fasilitas pendidikan
dapat mengacu pada SNI 03-1733-2004
tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan
Perumahan di Perkotaan. Standar ini mengatur
mengenai persebaran fasilitas pendidikan di
suatu kota. Dalam standar tersebut, disebutkan
radius pelayanan fasilitas pendidikan dan
jumlah penduduk pendukung agar mampu

melayani kebutuhan penduduknya. Untuk
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4
Standar Perencanaan Radius Pelayanan Sarana
Pendidikan
Jumlah Minimum .
- Radius
Jenis Sarana Penduduk
Pendukung (jiwa) Pelayanan(m)
Taman Kanak-kanak 1.250 500
Sekolah Dasar 1.600 1.000




Jumlah Minimum

. Radius
Jenis Sarana Penduduk
Pendukung (jiwa) Pelayanan(m)
SMP 4.800 1.000
SMU 4.800 3.000

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara
Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Penggunaan standar normatif jarak jangkauan
pelajar sekolah dasar berdasarkan jarak
perjalanan dari lokasi sekolah dasar yang
dimanfaatkan bertujuan untuk memperoleh
gambaran mengenai sejauh mana daerah asal
pelaku pergerakan dijangkau oleh fasilitas
sekolah dasar dan sejauh mana pemanfaatan
sekolah dasar masih berada dalam batas
walking distance.

4. Perhitungan Peramalan Pemilihan SD
Terdekat dari Tempat Tinggal

Perhitungan peramalan pemilihan sekolah
terdekat yang dipergunakan pada studi ini
terdapat pada persamaan 1.1). Nilai yang
diperoleh dari hasil pengolahan data primer
merupakan nilai sampel yang tidak dapat
langsung digunakan untuk mengetahui nilai
populasi. Perhitungan rumus pada persamaan
I.1) juga tidak dapat dilakukan selama terdapat
dua jenis data yang berbeda. Nilai E adalah
nilai populasi, sementara nilai A, W dan C
adalah nilai sampel. Oleh karena itu, nilai A,
W dan C yang merupakan nilai proporsi harus
dilakukan estimasi proporsi untuk mengetahui
nilai tersebut pada populasi. Apabila nilai M
diasumsikan sebagai A x W x C, maka nilai
Mpopulasi didapat dari estimasi interval nilai
Msampel, sehingga nilai T untuk populasi
ditunjukkan pada persamaan 1.2). Dimana
Mpopulasi yang digunakan dalam perhitungan
berikutnya adalah batas bawah dan batas atas
dari hasil estimasi interval yang dilakukan.

Estimasi interval terhadap nilai Msampel
ditunjukkan untuk menghitung nilai interval
kepercayaan (confident interval = c.i) nilai
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Mpopulasi dengan menggunakan persamaan
1.3) sehingga untuk perhitungan Mpopulasi
persamaan c.i tersebut menjadi 1.3a).

Selanjutnya, nilai interval Mpopulasi yang
diperoleh melalui persamaan 1.3a) yang berupa
nilai batas bawah dan batas atas dimasukkan
ke dalam persamaan 1.2) sehingga diperoleh
dua kemungkinan nilai T untuk keseluruhan
populasi, yaitu T1 dan T2.

4.1 Proporsi Nilai Sampel Masyarakat yang
Dapat, Ingin, dan Akan Memilih SD
Terdekat dari Tempat Tinggal

Dalam kasus kesediaan masyarakat untuk
memilih sekolah yang berada dekat dengan
tempat tinggalnya yang dilakukan pada studi
ini, nilai sampel yang diperoleh untuk masing-
masing variabel A, W dan C adalah sebagai
berikut:

A=0,915

W =0,7049

C=0,9225

Dengan demikian, nilai A x W x C untuk
sampel yang diasumsikan dengan Msampel
adalah sebesar:

Msampel = AxW x C

= 0,915 x 0,7049 x 0,9225
=0,595
Nilai Msampel tersebut merupakan nilai
proporsi sehingga estimasi nilai proporsi
dihitung menggunakan estimasi interval
proporsi.
4.2 Estimasi Nilai Populasi Masyarakat

yang Dapat, Ingin, dan Akan Memilih
SD Terdekat dari Tempat Tinggal

Distribusi sampling pada studi ini tidak
diketahui apakah memiliki distribusi sampling
yang normal atau tidak. Namun demikian,



sesuai dengan Central Limit Theorem yang
dikemukakan oleh Healey (1996), apabila
jumlah sampel besar maka hasil dari distribusi
sampling tersebut akan mendekati normal.

Nilai Msampel pada perhitungan sebelumnya
merupakan nilai proporsi sampel. Untuk
mengetahui nilai populasi, maka dilakukan
estimasi confident interval proporsi sesuai
dengan persamaan 1.3a). Namun, sebelum itu
dilakukan perhitungan terhadap nilai standar
deviasi  proporsi dengan  menggunakan
persamaan 1.4a),
dimana: p = proporsi sampel

q=1-p

n = jumlah sampel

dengan: p = Msampel = 0,595
q=1-p=1-0,595=0,405
maka nilai standar deviasinya adalah:

= [pa
OpMzampel n

0,595 x 0,405

Tpfsampel 200

= 0,0347

8] M sarm plr'l

Nilai cMsampel tersebut dimasukkan ke dalam
persamaan 1.3a),

dengan nilai: a=0,1

sehingga diperoleh: z = 1,64; op = 0,0347

Maka estimasi populasi dari proporsi Msampel

tersebut adalah:
Mpopulasi = Msampel + z cMsampel
p—z.op<Mpopulasi<p+z.op
0,58 — 1,64 . 0,0347 < Mpopulasi < 0,58 + 1,64 . 0,0347
0,58 — 0,057 < Mpopulasi < 0,58 + 0,057
0,523 < Mpopulasi < 0,637 95

Dengan demikian nilai estimasi proporsi
Mpopulasi terdapat pada rentang kepercayaan
antara 0,523 < Mpopulasi < 0,637.
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Populasi diasumsikan sebagai masyarakat yang
memiliki tempat tinggal di luar area walking
distance pada masing-masing sekolah favorit
di Kota Bandung yang telah ditentukan
sebelumnya.  Populasi  dihitung  dengan
mengalikan  persentase masyarakat yang
memiliki tempat tinggal di luar area walking
distance dengan jumlah seluruh siswa pada
sekolah-sekolah favorit di Kota Bandung.
Persentase masyarakat yang memiliki tempat
tinggal di luar area walking distance,
ditentukan  dengan  menghitung  jumlah
persentase masyarakat tersebut dari sampel
pada satu sekolah favorit. Berdasarkan
perhitungan, persentase tersebut adalah
94,51%, sedangkan jumlah seluruh siswa pada
sekolah dasar favorit di Kota Bandung adalah
16.076 orang. Dengan demikian, jumlah
populasi masyarakat yang memiliki tempat
tinggal di luar radius pencapaian sekolah
adalah 15.193 orang.

Dengan menggunakan batas bawah dan batas
atas selang kepercayaan untuk Mpopulasi,
diperolen dua kemungkinan nilai T sebagai
berikut:

dengan: E = 15.193 dan 0,523 < Mpopulasi < 0,637
sehingga, Mpopulasi(1) = 0,523 dan Mpopulasi(2) = 0,637

maka: TL=Ex Mpopulasi(1) = 15.193 x 0,523 = 7.945,94;
T2 = E x Mpopulasi(2) = 15.193 x 0,637 = 9.677,94

Dengan demikian, jumlah masyarakat yang
bersedia untuk memilih sekolah dasar terdekat
dari tempat tinggalnya apabila kendala-kendala
yang mereka rasakan dihilangkan berada pada
rentang populasi antara 7.945 sampai dengan
9.677 orang.

5. Perhitungan Reduksi Panjang
Perjalanan Siswa Sekolah Dasar

Mayoritas siswa sekolah dasar favorit memiliki
tempat tinggal yang jauh dari sekolahnya,
bahkan di luar radius pelayanan sekolah. Oleh



karena itu, beban sistem jaringan jalan semakin
bertambah besar akibat panjang perjalanan
yang ditempuh siswa lebih besar. Apabila
masyarakat memilih untuk bersekolah pada SD
terdekat dari tempat tinggal akan ada
pengurangan  panjang  perjalanan  yang
ditempuh oleh siswa SD tersebut.

Sekolah dasar memiliki jarak pelayanan
sekolah sebesar 1 km. Jadi dalam radius 1 km
dari perumahan tersebut sebaiknya terdapat
satu buah sekolah. Kota Bandung saat ini
memiliki sekolah dasar baik negeri maupun
swasta yang cukup banyak sehingga terjadi
overlap antara satu sekolah dengan sekolah
lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat
ini wilayah Kota Bandung telah terlayani oleh
kebutuhan akan fasilitas sekolah dasar. Jarak 1
km tersebut dapat dijangkau dengan berjalan
ataupun menggunakan kendaraan. Tetapi,
konsep neighborhood unit menjelaskan bahwa
sekolah dasar sebaiknya dapat dijangkau
dengan berjalan. Jarak 1 km tersebut dirasa
cukup jauh terutama untuk anak-anak usia
sekolah dasar. Dengan demikian, dalam artikel
ini digunakan jarak berjalan kaki 400 m yang
disarankan oleh berbagai sumber.

Artikel ini bertujuan untuk memperlihatkan
besar pengurangan biaya yang dikeluarkan
masyarakat untuk sekolah apabila masyarakat
memilih sekolah dasar terdekat. Asumsi yang

R Pppnmrlu i

5 : .
(RPP)sampel
HPRﬁmrmrr — 2 ﬁ =

4526
V200 —1

6.265 —1,64.302,84 <
6.265 — 526,18 =

6.265 — 1,64 .

5.738,82

A

= RPPH{PDNICA’ﬁf = 6.265 + 1.64 f

RPP,

populasi

= RPPumruu'r Tz

= HPPD“UU forsi =

RPPpUpl:iusr’ =

RP PDDDuIas:’ =
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digunakan adalah sekolah terdekat dapat
dijangkau dengan berjalan kaki. Jarak berjalan
kaki yang digunakan dalam artikel ini diambil
dari standar yang dikemukakan oleh Chiara
(1995) vyaitu 400 m. Dari standar 400 m
tersebut, dapat diperoleh pengurangan panjang
perjalanan siswa SD apabila masyarakat
memilih sekolah dasar terdekat. Reduksi
panjang perjalanan diperoleh dari selisih jarak
sekolah ke rumah dan jarak berjalan kaki
seperti yang ditunjukkan oleh persamaan
1.5). Hasil reduksi panjang perjalanan siswa
SD apabila masyarakat memilih  sekolah
terdekat dari sampel adalah 1.253 km,
dengan rata-rata nilai (RPP)sampel adalah
6.265 m dan standar deviasi S(RPP)sampel
sebesar 4.526 m

Nilai (RPP) sampel di atas merupakan nilai
rata-rata sampel sehingga diperlukan estimasi
nilai populasi dengan menggunakan
perhitungan estimasi rata-rata seperti yang
ditunjukkan pada persamaan 1.6).

Untuk perhitungan (RPP)populasi, digunakan
persamaan |.6a) dengan memasukkan masing-
masing variabel seperti berikut:

(RPP)sampel = 6.265

z=1,64
S(RPP)sampel = 4.526
n =200
S(rppjsampet [.6a)

Wn—1

S(eprisampel
V-1
4.526
V200 -1
6.265 + 1,64 .302,84

= 6.265 + 526,18

RPR‘:‘H"IJ‘H'I’ +z

M

6.791,18



Dengan demikian, nilai (RPP)populasi ada
dalam rentang kepercayaan 5.738,82 <
(RPP)populasi <6.791,18.

Dengan menggunakan batas bawah dan batas
atas selang  kepercayaan untuk nilai
(RPP)populasi, diperoleh dua kemungkinan
nilai (RPP)populasi, yaitu:

(RPP)populasi (1) = 5.738,82 m/orang
(RPP)populasi (2) = 6.791,18 m/orang

6. Perhitungan Reduksi Biaya Pergerakan
Sekolah sebagai Implikasi dari Reduksi
Panjang Perjalanan

Perhitungan reduksi biaya pergerakan sekolah
yang dilakukan di dalam sub bab ini akan
menggunakan data yang diperoleh dari 119
responden yang telah menyatakan dapat, ingin,
dan bersedia untuk memilih sekolah dasar
yang berada pada area walking distance atau
terdekat dari tempat tinggalnya. Hal ini
dilakukan karena sesuai dengan tujuan untuk
mengukur reduksi biaya pergerakan sekolah
yang disebabkan oleh adanya penurunan
pergerakan akibat kesediaan masyarakat untuk
memilih menyekolahkan anaknya pada sekolah
dasar yang berada dekat dengan tempat
tinggalnya. Oleh karena itu, biaya pergerakan
sekolah yang dihitung adalah biaya pergerakan
sekolah sampel responden yang bersedia untuk
memilih sekolah dasar di dekat tempat
tinggalnya.

Asumsi yang digunakan dalam persamaan
perhitungan biaya pergerakan sekolah ini tidak
memasukkan biaya eksternal akan tetapi hanya
memasukkan biaya internal. Biaya internal
tersebut dibatasi oleh variabel-variabel yang
ada dalam biaya pergerakan sekolah vyaitu
biaya bahan bakar, biaya tol, biaya parkir, dan
biaya lain-lain setiap harinya, sedangkan untuk
biaya penilaian terhadap waktu, biaya tetap
pemilikan kendaraan dan biaya depresiasi
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kendaraan tidak dimasukkan dalam persamaan
perhitngan.

Biaya yang diperhitungkan dalam analisis ini
adalah biaya yang telah disesuaikan dengan
reduksi panjang perjalanan dari masyarakat.
Jadi berapa besar biaya yang direduksi dari
panjang perjalanan yang telah dikurangi
dengan jarak berjalan kaki.

6.1 Nilai Sampel Biaya Pergerakan Sekolah

Pendekatan perhitungan biaya pergerakan
sekolah pada studi ini adalah biaya perjalanan
individual setiap masyarakat untuk tujuan
sekolah yang melakukan perjalanan dengan
tempat tinggal di luar area walking distance
atau jauh dari lokasi sekolah. Biaya tersebut
disebut juga biaya internal, sedangkan
perhitungan biaya eksternal tidak dimasukkan
dalam pembahasan. Biaya pergerakan sekolah
dalam studi ini dihitung dengan menggunakan
variabel biaya bahan bakar, biaya tol, biaya
parkir, serta biaya lain-lain yang ditunjukkan
oleh persamaan 1.7). Kemudian, biaya tersebut
disesuaikan dengan reduksi panjang perjalanan
seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 1.7a).
Sama halnya dengan perhitungan terhadap
penurunan  pergerakan akibat  kesediaan
masyarakat untuk memilih sekolah yang
berada dekat dengan tempat tinggalnya, nilai
BP merupakan hasil pengolahan dari data
primer sehingga merupakan hasil sampel.
Untuk mendapatkan hasil populasi, diperlukan
estimasi interval terhadap nilai (BP)sampel
sehingga diperoleh nilai (BP)populasi.

Estimasi nilai populasi BP atau sama dengan
(BP)populasi diperoleh melalui penggunaan
persamaan confident interval (c.i) yang
ditunjukkan oleh persamaan 1.6), sehingga
untuk perhitungan ini, persamaan tersebut
menjadi persamaan 1.6b).



Nilai sampel BP individu per hari diperoleh
dari  penjumlahan  masing-masing biaya
pergerakan untuk tujuan sekolah bagi
pengguna kendaraan pribadi sehari-hari.
Sedangkan untuk masyarakat yang
menggunakan moda kendaraan umum, biaya
pergerakan sekolah yang dihitung adalah
ongkos per hari yang dikeluarkan masyarakat
untuk melakukan pergerakan tujuan sekolah.
Rata-rata nilai (BP)sampel adalah sebesar Rp
9.820,00 dengan standar deviasi S(BP)sampel
sebesar 9.906,20

6.2 Estimasi Nilai
Pergerakan Sekolah

Populasi Biaya

maka nilai estimasi (BP)populasi adalah:

BPpoputasi = BPeamper £ 2

St BPisampel

Bp.tﬂrrrr’f'f —Z \-"’m = BPT‘”PI’f”-"'f
9.820 — 1,64 . —on0Z BP
R T e ——— oprlasi
200 — 1 poput
9.820 — 1,64 . 702,23 = BPpopuiasi
9820 b 1151.66 = Bppcwum.';f

8.668,34 < BP,

(BP)populasi ada
8.668,34 <

Dengan demikian, nilai
dalam rentang kepercayaan
(BP)populasi < 10.971,66.

Dengan menggunakan batas bawah dan batas
atas selang  kepercayaan untuk nilai
(BP)populasi, diperoleh dua kemungkinan nilai
(BP)populasi, yaitu:

(BP)populasi(1) = Rp 8.668,34/hari
(BP)populasi(2) = Rp 10.971,66/hari

Nilai tersebut merupakan biaya pergerakan
sekolah individu pada populasi. Melalui nilai
tersebut, dapat dihitung biaya pergerakan
sekolah individu yang dikeluarkan setiap bulan
(dengan anggapan 26 hari masuk sekolah)
untuk masing-masing (BP)populasi, yaitu:
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Nilai BP sampel di atas merupakan nilai rata-
rata sampel sehingga diperlukan estimasi nilai
populasi dengan menggunakan perhitungan
estimasi rata-rata seperti yang ditunjukkan
pada persamaan 1.6).

Untuk perhitungan (BP)populasi, digunakan
persamaan 1.6b) dengan memasukkan masing-

masing variabel seperti berikut:

BP)sampel = 9.820

z=1,64100
S(BP)sampel = 9.906,20
n =200
% I.6b)

StBPj_\'umim_-l'

—= BH‘-‘NMPT'? +z \Im
9.820 + 1,64 23062

= . Pl

- V200 —1

< 9.820 + 1,64 ,702,23

= 9.820 4+ 1.151,66

el arsi = 10.9?1,66

(BP)populasi(1)
Rp.225.376,84
(BP)populasi(2)
Rp.285.263,17

Rp 8.668,34 x 26

Rp 10.971,66 x 26

Dari hasil perhitungan yang diperoleh di atas,
dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan
oleh setiap masyarakat di Kota Bandung yang
bersedia untuk memilih sekolah dasar terdekat
dari tempat tinggalnya dalam melakukan
pergerakan ke sekolah setiap hari mencapai
rentang biaya Rp 8.668,34 sampai dengan
Rp.10.971,66. Hal tersebut menunjukan bahwa
setiap masyarakat yang bersedia memilih
sekolah dasar terdekat tersebut mengeluarkan
biaya pergerakan untuk sekolah setiap anak



mereka per bulannya mencapai hominal antara
Rp 225.376,84 sampai dengan Rp 285.263,17.
Dengan  demikian, apabila  peramalan
masyarakat yang bersedia untuk memilih
sekolah dasar terdekat dari tempat tinggalnya
ini benar-benar akan menyekolahkan anak-
anaknya pada sekolah dasar yang terdekat jika
kondisi kualitas sekolah dasar di Kota
Bandung disamakan, biaya perjalanan yang
dapat direduksi akibat terjadinya pemilihan
sekolah dasar terdekat tersebut dapat dihitung
dengan mengalikan silang antara seluruh nilai
T dan nilai BPB pada populasi. Dimana:
T=jumlah rata-rata masyarakat yang bersedia
untuk memilih sekolah dasar dalam area
walking distance atau di lingkungan tempat
tinggalnya; BP=biaya pergerakan sekolah yang
dikeluarkan oleh masyarakat setiap harinya

Hasil perkalian silang antara seluruh nilai T
yang mungkin dengan seluruh nilai BP yang
mungkin pada suatu populasi menghasil
penurunan BP yang ditunjukkan oleh
persamaan 1.8). Dengan demikian, hasilnya
dapat dilihat dalam Tabel 3, dengan masing-
masing nilai:

T1 =7.945 (BP)populasi(1l) = Rp 8.668,34/hari

T2 = 9677 (BP)populasi(?) = Rp
10.971,66/hari
Tabel 3
Nilai Reduksi Biaya Perjalanan

(BP)populasi(1) (BP)populasi(2)

Rp 8.668,34 Rp 10.971,66
T1=7.945 Rp 68.869.961,30 | Rp 87.169.838,70
T2=9677 Rp 83.883.526,18 | Rp 106.172.753,82

Sumber: Hasil Analisis, 2011

Rentang nominal biaya yang dapat direduksi
akibat kesediaan masyarakat untuk memilih
sekolah dasar yang terdekat dengan tempat
tinggalnya tidak terlalu lebar. Reduksi biaya
perjalanan pergerakan sekolah tersebut berada
dalam interval biaya Rp 68.869.961,30 sampai
dengan Rp 106.172.753,82.
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Rentang biaya tersebut merupakan rentang
biaya pergerakan sekolah untuk populasi
masyarakat yang dapat direduksi setiap hari
apabila masyarakat bersedia untuk memilih
sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.
Dengan menggunakan lamanya waktu sekolah
dalam satu bulan selama 26 hari, maka dapat
diperoleh pula rentang biaya pergerakan
sekolah yang dapat direduksi per bulannya
yaitu sebesar Rp 1.790.618.994 sampai dengan
Rp 2.760.491.599.

7. Kesimpulan

Sebagian besar siswa pada sekolah favorit
bertempat tinggal lebih dari jarak berjalan kaki
yang disarankan yaitu 400 m. Alasan mereka
memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggal
mereka adalah karena kualitas pelajaran dan
pengajaran yang diberikan oleh sekolahnya
saat ini lebih baik daripada sekolah yang
terdekat dengan tempat tinggal mereka. Karena
mereka menempuh jarak yang cukup jauh
untuk mencapai sekolahnya saat ini, mereka
mengeluarkan  biaya transportasi  dalam
melakukan pergerakan tersebut. Apabila
kualitas sekolah-sekolah dasar di Kota
Bandung disamakan, masyarakat bersedia
untuk  memilih  sekolah  terdekat dan
menghasilkan pengurangan rata-rata panjang
perjalanan siswa sebesar 5,7 — 6,8 km setiap
orang.  Sebagai  konsekuensinya, biaya
pergerakan untuk tujuan sekolah ini dapat
direduksi sebesar Rp 68.869.961,30 sampai
dengan Rp 106.172.753,82 setiap harinya.
Sedangkan untuk setiap bulan, biaya yang

dapat  direduksi adalah  sebesar Rp
1.790.618.994 sampai dengan Rp
2.760.491.599.

Sebagai perbandingan mengenai signifikansi
nilai tersebut, diperoleh data mengenai biaya
pembangunan untuk satu sekolah baru yaitu
sebesar Rp 700 juta sampai dengan Rp 2



milyar. Dengan adanya reduksi biaya
pergerakan sekolah sebesar Rp 1.790.618.994
sampai dengan Rp 2.760.491.599 setiap
bulannya, sekolah yang dapat dibangun setiap
bulan adalah sebesar 2 sampai dengan 4 unit
apabila menggunakan harga pembangunan
sekolah Rp 700 juta. Apabila menggunakan
biaya pembangunan sebesar Rp 2 milyar untuk
membangun satu sekolah, dengan adanya
reduksi biaya pergerakan sekolah dapat
dibangun 1 unit sekolah dalam satu bulan.
Dengan demikian, reduksi biaya pergerakan
sekolah memiliki nilai yang cukup tinggi dan
akan bermanfaat apabila digunakan untuk hal-
hal lain seperti membangun dan merenovasi
sekolah.
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